
SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 I PL.o2.1 -Kpt/ 1504/KPU-Kab/II I 2a2a

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR

PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis

dan pemahaman yang komprehensif terhadap

ketentuan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Batang Hari Tahun 2O2O;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2Afi tentang Pemutakhiran Data dan
Penlrusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana

dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari tentang pemutakhiran

Data dan Pen5rusunan Daftar pemilih pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari
Tahun 2O2O;

Mengingat....

I
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956

tenta.ng pembentukan Daerah otonorn Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah
(Lernbar Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nornor 25) sebagairnana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang
pernbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daera-h Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1056

Nomor 5O);

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagairnana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2OlS tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaIi Kota
menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas peraturan

Komisi Pemilihan lJmum Nomor 15 Tahun 2OL9
tentang Tahapan, Prograrn dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
1511); 

4. peraturan...
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Menetapkan

KESATU

KEDUA
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4. Peraturan Kornisi Pemilitran lJrnum Republik
Indonesia Nomor 19 Tal.un 2Ol9 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang
Pernutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari Nomor 75/PP.O1.2-
Kpt / 1 5O4 / KPU-Kab/XII / 20 19 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Batang Hari Nomor 66/PP.Ol.2-Kpt/1504/ Kpw-
Kab/ lX/ 2O19 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR

PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O-

Menetapkan Pedoman Telmis Pemutakhiran Data dan
Pen5rusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2O2O, sebagaimana
tercantum dalam lampAan I Keputusan yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusarr
lnl-

Menetapkan dokumen yang digunakan dalarn
Pemutakhiran Data dan Pen5ru sunan Daftar Pemilih
pada Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari
Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KETIGA...
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Pedoman telaris sebagairnana dirnaksud pada diktum
KESATU dan KEDUA digunakan sebagai pedoman bagr

Komisi Pernilihan umurn Kabupaten Batang Hari dalarn
melaksanakan Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan

Daftar Pernilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Hari Tahun 2O2O.

Keputu san ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BATANG HARI
Hukum,

ttd

A. KADIR

*

s
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I.AMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

NOMoR a / PL.o2. t -Kpt / | 5o4 / KPU -Kab / rr / 2o2o
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPAT1 BATANG HARI TAHUN

2020

Pasal 1

Dalam Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar pemilih

Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2O2O iniyang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan ra\rat di wilayah
Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan
demolcatis.

2. Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan terakhir, adalah pemilu Anggota Dewan perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwak an Rakyat Daerah
atau Pemilu Presiden dan wakil presiden atau pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, yang diserenggarakan paling
akhir.

3. Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia yang diselanjutnya disebut
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggarean pemilihan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan umum Provinsi yang selanjutnya disebut Kpu pro'insi,

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan Umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KpU

Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
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dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum y€rng

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK adalah
Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan

Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat ppS adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan

di tingkat desa/ Kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

KPPS adalah kelompok yang dibnetuk oleh pps untuk menyelenggarakan
pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan umum yang seranjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseruruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daram undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
tentang Pemilihan.

1o. Badan Pengawas pemilihan umum provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adarah rembaga penyerenggara pem ihan umum y.rng
bertugas mengawasi penyelenggaraan pem ihan umum diwilayah provinsi
sr.fegaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewen€rng
dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
tentang Pemilihan.

1 l. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut panwas

Kabupaten, selanjutreya adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah
kabupaten.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut panwas

Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh panwas Kecamatan, adalah
panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
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13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,

adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan

lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah

tempat dilaksanakan nya pemungutan suara.

16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat
DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data
penduduk y€rng memenuhi persyaratan sebegai pemilih pada saat

Pemilihan diselenggarakan.

18. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DpS, adalah daftar
Pemilih hasil pemutakhiran Daftar pemilih Tetap pemilihan umum atau
pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Dp4.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DpT, adalah DpS yang
telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KpU Kabupaten.

20. Daftar Pemilih rambahan yang selanjutnya disingkat Dprb, adalah daftar
pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DpT, narnun
memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara.

21. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat Dpph, adalah daftar
yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DpT yang menggunakan
hak pilihnya di TPS lain.

22. Pemutakhiran Data Pemilih ada-lah kegiatan untuk memperbaharui data
pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan

Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh ppK, ppS

dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan

dan Penelitian.

23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi

informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam

menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis,

mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar

Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah
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kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih

dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari

rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-

sama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan

yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

26. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

27. Hari adalah hari kalender

Pasal 2

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain
dalam undang-undang.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara atau sudah/ pemah kawin;

b'Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan denga Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.

d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda penduduk

Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan
Surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan

urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

e. Tidak sedang menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta
perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat
Keterangan.

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih,

ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak

memilihnya.
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Pasal 3

(1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsilidasi, diverifikasi dan

divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari

pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.

(2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial pemilih

yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap

desa/ kelurahan atau sebutan lain.

(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat

informasi, meliputi :

a. Nomor urut;
b. Nomor induk kependudukan;

c. Nomor Kartu Keluarga;

d. Nama lengkap;

e. Tempat lahir;

f. Tanggal lahir;

g. Jenis kelamin;

h. Status perkawina;

i. Alamat jalan/dukuh;
j. Rukun Tetangga (RT);

k. Rukun Warga (RW)

L Jenis disabilitas;

m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(4) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n meliputi :

a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik;
b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu

Tanda Penduduk elektronik; atau

c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik;
(5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi

DP4 berbasis kelurahan /desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk
softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

(6) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan

format excel dan/atau comma separated values (CSV)
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Pasal 4

(1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.

(2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan

DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan cara :

a. Menambahkan Pemilih Pemula;

b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
c. Memutakhirkan elemen data Pemilih.

(4) Pemilih Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada

hari pemungutan suara;

b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisia Negara Republik Indonesia
menjadi status sipil.

(5) KPU menyampaikan hasil analisis Dp4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan hasil sinkronisasi Dp4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada KPU Provinsi/Klp Aceh dan Kpu Kabupaten, sebagai bahan
pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran Data pemilih.

Pasal 5

(1) KPU Kabupaten menyusun Daftar pemilih berdasarkan data hasil

(s)sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
dengan menggunakam formulir Model A-KWK.

(2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap Tps paling banyak g00

(delapan ratus) orang dengan memperhatikan :

a. Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain
yang berbeda, pada TPS yang sama;

b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga atau nama
lain, pada TPS yang berbeda;

c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TpS yang

berbeda;

d. Memudahkan Pemilih;

e. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis;
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f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan

tenggang waktu pemungutan suara;

(3) KPU Kabupaten menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada :

a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy;dan
b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

Pasal 6

(1) PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data

Pemilih.

(2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan
usulan dari PPS.

(3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-Undangan.

(4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran Data pemilih dari
PPS.

(5) Bimbingan teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. Jadwal pelaksanaan Coklit;

b. Persiapan pelaksanaan Coklit;

c. Tata cara pelalsanaan Coklit; dan

d. Tata cara pengisian formulir.
(6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :

a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar
dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A_KWK;

b. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;

c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi

status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada

keberadaannya setelah melakukan konlirmasi kepada keluarga,

tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau

nama lain;
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h. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis

disabilitas; dan

j. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan

merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan

Pemilihan.

(7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir
Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan formulir
Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat

ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, pemilih atau
keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada ppDp sebagai

dasar Coklit.

(8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker coklit
pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

(9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada
ayat (71 ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

(10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan coklit sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9) kepada ppS, meliputi :

a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
c. Fomulir Model A.A.I-KWK; dan

d. Formulir Model A.A.3 KWK.

(11) PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten.

Pasal 7

(1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (10) melakukan kegiatan :

a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;

b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil coklit PPDP; dan

c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan

rekapitulasi hasil coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
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(2) Dafam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak

sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil

coklit.

Pasal 8

(1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaiman dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran

berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy

terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih Baru, Perbaikan

data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model

A.B.KWK.

(3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasit pemutakhiran setelah

menyusun daftar Pemilifi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menggunakan formulir Model A.B. 1-KWK.

(4) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi
kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah
PPDP melakukan coklit.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat
pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani
oleh Ketua darr Anggota ppS.

(6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh
PPDP, PPL, dan Tim Kampanye pasangan Calon.

(7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ppl.

atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk
kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TpS.

(9) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(10) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimama dimaksud pada ayat (1)

kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk sofi apg dan hard

copa.

(11) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk sofi copy
dan twrd copg.
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(12) Datam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil

pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk hard copg.

Pasal 9

(1) PPK melakukan rekapitulasi Da.ftar Pemilih hasil Pemutakhiran di

wilayah kerjanya setelah menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam

Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

(3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh

PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan

data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk
Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TpS.

(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) PPK menyusun rekapiturasi hasil pemutakhiran Daftar pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.8.2_
KWK.

(8) Salinan formulir Model A.8.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)

disampaikan kepada :

a. KPU Kabupaten;

b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 10

(1) Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal g ayat (8) huruf a, KPU Kabupaten melakukan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.

idih.kp. so. id/ iambi/ batanqha-ri



-11-

(2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KpU Kabupaten.

(3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh
PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

(a) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ppK, panwas

Kabupaten, atau Tim Kampanye pasangan Calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan
data autentik da, bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk
kependudukan, tanggal lahir, pemilih, dan lokasi TpS.

(6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimal<sud
pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi Dps sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.1.I-KWK.

(8) KPU Kabupaten menyampaikan Sarinan formurir Model A. l.l-KWK
sebagaimana dimakud pada ayat (7) kepada :

a. KPU Provinsi;

b. KPU melalui KpU provinsi;

c. Panwas Kabupaten;

d. Setiap Tim Kampanye pasangan Calon;
e. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan catatan

Sipil setempat.

(9) KPU Kabupaten dalam menetapkan Dps sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunaka formulir A.I-KWK.

(10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Dps sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) kepada PPS melalui ppK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap,
untuk digunakan sebagai :

a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. PPS

(lU KPU Kabupaten menyampaikan Salinaa DpS sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dalam bentuk soficopg dengan format porlable Docum_ent

Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan panwas
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Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

(12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dan ayat (11) dapat diberikan dalam bentuk comma separated uahtes

dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan

Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

Pasal 11

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak
menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu
Keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat

selama l0 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (10).

Pasal 12

KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DpS sebagaiman dimaksud
dalam pasal 10 ayat (9) dengan dibantu oleh ppK dan ppS serta melibatkan
pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

Pasal 13

(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan narna dan/atau
identitas lainnya yang tercantum dalam DpS kepada ppS.

(2) selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemilih atau
anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan
usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada
PPS, yang meliputi :

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud daram pasar 2
ayat (21;

b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
c. Pemilih sudah pensiun dari rentara Nasional Indonesia atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status
menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;

e. Pemilih tidak berdomisili di Desa/Kelurahan atau sebutan lain tersebut;

f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21.
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(3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan

Salinan (fotocopg) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,

serta mengisi formulir Model A. 1.A-KWK.

(4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana

dimaksd pada ayat (1) dan ayat (21 kepada Pemilih yang informasinya

diusulkan untuk diperbaiki.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta

memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas
dan/atau telah terdaJtal sslagai Pemilih.

(6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menggunakan formulir Model A.2.I-KWK.

(7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam Rapat
Pleno Terbuka yang dapat dihadiri oleh ppDp, ppl., dan Tim Kampanye
Pasangan Calon.

(8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan
dalam Rapat Pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti
tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal Lahir
Pemilih, dan lokasi TPS.

(9) Hasil Rapat Pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan anggota ppS.

(10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada PPK.

Pasal 14

(1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari ppK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (10), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil
perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

(2) Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam Rapat Pleno terbukan dan dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandantangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
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(3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh

PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam Rapat P1eno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas

Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeLiruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data

autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih,

dan lokasi TPS.

(6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.

(8) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DpT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ke dalam formulir Model A.3.I-KWK.

(9) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DpI sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) kepada :

a. KPU Provinsi;

b. KPU melalui KPU Provinsi;

c. Panwas Kabupaten;

d. Setiap Tim Kampanye pasangan Calon; dan
e. Perangkat Daerah y€rng menangani urusan Kependudukan dan catatan

Sipil setempat.

(10) KPU Kabupaten menyampaikan sarinan penetapan Dpr sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) kepada pps melalui ppK dalam jumlah 3 (tiga)
rangkap untuk digunakan sebagai :

a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain ;

b. Pengumuman di sekretariat/ ba_lai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga
(RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. Arsip PPS.

(11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Dpr sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), dalam bentuk soficopg dengan format portable docum.ent

format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan,

Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, panwas Kecamatan

dan Panwas Kabupaten.

(12) KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk sofiapy dengan

format Excel atau comma separated ualues (CSVI apabila terdapat

idih. ko.so.id/ iambi/ batanehari



- 15-

permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan

Panwas Kabupaten.

(13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10),

ayat (11), dan ayat (l2l tidak menampilkan informasi Nomor Induk

Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

Pasal 15

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (10), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah

dijangkau dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan

dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KpU

Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DpT dari
KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (9) huruf a.

(2) Rekapitulasi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua an Anggota KpU provinsi.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh
KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur.

(4) Dalam rapat pleno KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

KPU lkbupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan Calon
Gubernur dan wakil Gubernur dapat memberikan masukan apab a
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data
autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan
lokasi TPS.

(6) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses

pendistribusiannya.
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Pasal 17

(1) KPU Kabupaten bersama dengan ppK dan pps setempat serta
berkordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyaralatan,
dan/ atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran Data pemilih di
rumah tahanan, lembrga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.

(2) Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dengan cara :

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda penduduk Elektronik atau surat
Keterangan kepada KPU Kabupaten.

b. Pemilih dapat menunjukkan fotocopy surat Keterangan atau Kartu
Keluarga sebagai dasar cokrit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seruruh atau sebagian daerah
yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisiti maka KpU
Kabupaten:

a. Melakukan Pemutakhiran Data pemilih bersama dengan ppK dan ppS

dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik dan surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau
konflik yang teg'adi sebelum penetapan DpT; atau

b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat
pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terl'adi setelah
penetapan DPT.

Pasal 19

KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang
tercantum dalam Daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 20
(l) Pelaksanaan Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan Daftar pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini.
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Pasal 21

Keputusan ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

G HARI

Anas

f"l
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI

NOMOR 8 / PL.O2. L -Kpt / 1 5O4 / KPU-Kab/II / 2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI\TYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O

NO KODE NAMA

MODIL A

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Model A.A-KWK Daftar Pernilih Baru

3 Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendafitaran Pernilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Buldi Pencocokan dan Penelitian

5 Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP

6 Model A.B-KWK Daftar Perubahan Pernilih Hasil Pemutakhiran

7 Model A.8.1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pernu
Desa/Kelurahan

8 Model A.B.2-KWK
Rekapitulasi
Kecamatan

Daftar Pernilih Hasil Pemutaktrir

9 Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara

10 Model A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pernilih Sernentara
Kabu /Kota

1-1 Model A.1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sernentara Provinsi

t2 Model A. 1.A-KWK
Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
terhadap DPS

13 Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

l4 Model A.2.1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sernentara Hasil
Perbaikan Desa/ Kelurahan

15 Model A.22-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilitr Sementara Hasil
Perbaikan Kecamatan
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NO KODE NAMA

MODEL A

t6 Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

L7 Model A,3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pernilih Tetap
Kabupaten/Kota

18 Model A.3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pernilih Tetap Provinsi

l_9 Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

20 Model A.5-KWK Surat Pernberitahuan (Daftar Pemilitr Pindahan)

2t Model A.Tb-KWK Daftar Pemilitr Tambahan
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DAT'TAR PEIIIIH
PEDTILIIIAJ{ BUPATI DAII WAKIL BUPATI XABUPATEI{ BATAI{G HARI

GUBERI{UR DAII WAITIL CUBERTIUR PROVITSI JAIEI
TAJtUtt 2020

PROVITSt
XABUPATEIT/XOTA

KECAUATAII
DESA/ IGLU RAIIA]I
rPS

No Igo KK ItIx Nema Tempet Lahlr Taoggal Lahlr
Statur

PcrLarlna
n B/S/P

JGnlt
KehEltr

LIP

Alamet Dl!r
btllteg

Strtua
P.rcLr
lnan

XTP-.1
Blslt<

Koterangal r)

Jalan/ Dukuh Rt R*

I 2 3 4 6 7 a 9 L2 t4

I

2

I

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

I5

t7

1a

I9

20
K€tarangan Status Por€kamsr
KTP-el (13):
B : B6lum R€kam
S : Sudah Rekam (sukct)
K : Sudah R.kam (KTP-el)

-3-

*) Kct€ransan (14):

U : Ubah data
1 : Meniuggsl
2 : canda
3: Dibawah Umur
4 : Pindah Domtuili

Hd

5:TidakDikenal
6 :TNI
7 : Polri
8: Hilang inaatan
9 : Hak Pilih Dicabut

Model A-KWK

Barcode

ket ransan diaabilitas I I 2)

I I Disabilitas Fisik
2i Disabilita6 Intel€ktual
3: Dnabiuta! Mental
4: D,sabilits Sensorik

10 : BukgflPendudukp€rkawinan {7) |

B:BclumKawin
S : Kawin
P : Pemah Kawin

dari ...

3

t6

TIOTTT -Tr l

F
----]----

I

---+-
I

I

=

I

i-.1

idih. kp. eo. id/ iambi/ batanshari
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DAFTAR PE TLTH BARU

PEIIILIHAN BUPATI DAN WAXTL BUPATT I'ABUPATEN BATA}IG HARI
GUBER"TTUR DEIT WAXIL GUBERNUR PROVI ST .'A.UBT

...:......... 

TTHUII 2oz) 
BE.AUATA!{
DE.SA/ITELURAHAN

PPDP

No No NK ITB erne Tempat
Lahlr

T,nsgal
Lehlr

Statu.
PortaEiua!

B/S/P

Jenl..
I(6ls.ruln

LIP

Alanrat Diaa
brut
a5

Statur
I{TP-€l
B s/P

Kcterargau
2 3 5 6 7 a

Jalaq/ Ilukuh Rt Rw

1

2

4

5

6

7

a

9

l0

12

13

14

15

l7
la
19

PROVTlrSI
IIABUPATEI{/ KOTA

KeteranSan Status

B r Belum rawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

k€teraigan disabilitas (12)
1: Disabilitas Fisik
2: DisabilitaB lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Dilabilitas Sensorik

B I Belum Merniliki KTp,el
s : Sudah Memiliki KTp-el
P : P.rekaman KTp-el

TPS

Keterangar Status KTP-el (13)
, Toggal,

Hal ... dari

DIodel A.A-KWX

3

frr
T-- I

t--
II

11

f-

t,.-

idih. kp. eo.idliambi/ batanehari

{. ....)
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CONTOH

TANDA BUKII PENDATTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2O2O

Model A.A.I-KWK

@
Kepala Keluarga/ Penghuni Rr:rnah

Alarnat

Ditanda tangani di .

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Pengfuuni Rurnah

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih

Model A.A.1-KWK

(. ..)

$

@ TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2O2O

No Nama Pemilih
1

o

3.
4.
5.
6.

7,

8.

9
10.
11.
L2,

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Alarnat

No. TPS

No Nama Pemilih
1

D

3.
4.
5.
6.

7
8.

9
1().

11.
L2.

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakldran Data

Pemilih

(. (.

idih. kp. go. id/ iambi/ batanghari

(. . ..)

. ..)
. ..)
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ffi
Model A.A.2-KWI(

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifrkasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

l. Logo KPU

2. Jenis dan Tahun Pemilihan

3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Jumlah Pemilih

7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)

idih. kp. go. id / iambi/ batanghari
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LAPORAN HASIL COTTLIT PPDP
PE}IILIHAN BUPATI DAN WAXJL BUPATI I(ABUPATEII BATAT{G HARI

GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR PROVINSI JAUBI
TAHUN 2O2O

Model A.A.3-KWK

NO HP

e.n,,gr e;r;Lbr.r rj; ;*l;;:

PROVINSI
IIABUPATEN/KOTA
I{ECA[rrTAN
DESA/ITTLURAHAN

II
iII L P L+P

2. Ganda
3. Dibawah umur
4. Pindah domisili
5. Pemilih tidak dikenal
6. TNI
7. POLRI

I
Iv I
VI Jumlah Data Pemilih Disabilitas L P L+P

1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Drsabrlrtas Mental
4. Disabilitas Sensorik

VII
JUMLAH

Jumlah Stiker Sisa
VIII 1. Jumlah KK Hasil Coklit

A.A -
2. Jumlah Pemilih KTP-el I Model A - KWK dan Model e-A,-KWK

idih. kp. eo. id/iambi/ batanehari

No Kr latan Cokllt L P L+P
I

I
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DA"ETAR PERUBAHAI{ PEUILIH HASTL PEIU?AJ{IIIRAX

PEMILIHAN BUPATI DAI{ ITASJL BUPATI XABUPATET{ BATENG HARI
GUBERNUR DA.!l ITAXIL GUBERNUR PROUNST JAUBI

.:..:....... 
rArrur2om 

xffmfl^r*
TPS

MODEL A.B.KWK

PROVINSI
KASUPATEII/ KO?A

No No ItK NII( Tcmpet Lehlr Tanggal
Lahtr

Statur
Perl.rh.!

BIsIP

Jonlr
KehEin

LIP

Alamet Diaa
btltt
a!

Statu!
xTP-el
BlslP

KetersDga.a i)
Jalen/ Dukuh Rt Rr

I 2 3 4 5 6 7 a 10 II l2 13 L+
1

2

3

1

5

6

7

8

9

12

13

l4
l5
16

17

1a

19

Kct rangan Status

B I Belum Katlin
S : Kawifl
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12)

l: Disabilita! Fisik
2: Disabilits lntelektual
3: Disabilitas M€ntal
4: Diaabilitas S€nrorik

Ketoranaan status KTP-ol (13)

B : Belum Memiliki KTP-sl
s : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perekarngn KTP-el

*) K€teransan (14)i
U : Uba}l data
I : Meninagal
2 : Ganda
3 : Oiba'rah Umur

4 : Pindah Domi.ili

5 i Tidak Dik€nal 10: Bukan pcnduduk
6:TNI
7 : Polri
8 : Hilang iDgatan
9 : Hak PiUh Dicsbut

Tanagal, ...,...............,..............
Panitia Pomungutan SuEra

K6tua

Hal ... dari

idih.kp.eo. id / iambi / batanshad

llama

10

11

r

---

I

----_r_----

tt
ffi
-T---

ffi
{. ,)
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RTXAPITUIJISI DAFTAR PEMILTH HASIL PTMUTAXHIRAN DEAA/I@LURAIIAN

PEMILIIIAN BUPATI DATI YAI{IL BUPATI TABUPATEN BATAIIG IIARI
GUBERI{UR DAN WATIIL GUBERIUR PROVINSI .'ATI[BI

TAHUII 2O2O
OLIH PPS

A.B.1.KWK

PROVII{SI
IIABUPATEN/ ITOTA

I{]f'AMATAI{
DESA/ KELURAIIAN

IIorIor
TPS

Pegrllih A-KWK Pemlllh Baru Petrlllt Tldel Memetruhl
Syr.rat Pertalten Date Pemlllh

KoteratrSanL P L+P L P L+P L P L+P L P L+PI
2
3
1
5
6
7
a
9
10
11

13
t4
15

TOTAL

Disahkarl dala6 raFat pleno PPS
Tanggal ........

PANITIA PEMUIGUTAN SUARA

1. Ketua
2. AnAgota
3. tuBgota

Nal!a Tanda Ta-rrgan

idih.kp so. id/ iambi/ batanehari

I{o.

F L_-l E----l

=
I

-T----i;-
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REI(APITULAI'I DA-r.TA'R PEUTLIH HATIIL PEtrUTAXHTRAN XECA ATAN

PE}'ILIHAN BUPATI DAN I'AXIL BUPATT X.ABUPATE!{ BATANG HARI
CUBERNUR DAIT WAAJL GUBERI|UR PROVINSI JAUBI

TAItUt{ 2020
OLEH
PPX

1. Ketua
2. Atrggota
3. Arragota
4. Anggota
5. Anagota

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NaEa Tanda Tanga'!

PROVINSI
XABUPATEII/KOTA
X.ECAIATAN

Pemtlth A-IiWB Pemlllh
Barlr

Pernlllh Tldak [omenuhi
Syarat Perbeltrn Dota PealllhIlo. [sme

D6.a/ Kelunhoa
Jumla.h

TPS L P L+P L P L+P L L+P L P L+P
lloterangan

1

2
3

6

t1

1J

TOTAL

II
II

rI

P

A.8.2-KWK

idih.ko.go. id / iambi/ batanehari
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ffi
PROVIXSI
I(^SUPATEI{/KOTA

DAFTAR PEUILM SEUETTARA
PEUILIHAJI BUPATI DAIi WAXIL BUPATI XABUPATEI{ BATAJ{G HART

GUBERTUR DAI{ WAXIL GUBERI|UR PROVITSI .'AUBI
TAHUI{ 2O2O

I(ECAUATAJT

DESA/ I(ELURAHAII
TPS

modelA.l-KWK

Barcode

Keterangan Status Porlkaman
I$P-el (1s):
B : Beluh Rokam
S I sudah R6kam lsuk6q
K: sudahRokarn (I(TP-cl)

AIalrat

No flo NX TII( I{ama Tompat Lahlt Tangge.l Lablr
Statu!

Perlarltrro
B/S/P

J.nl,.
XchDltr

LIP Jelan/ Dukuh Rs

Dl.e
bfltt

aa

gttttrr
Perala
!lAn
ITP..l
B/S/B

Keterangan

3 4 5 6 a 9 L2
1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

I2

t3

16

t7

1B

19

20

IIII
III

K.t rangan Statu3
prkawinan (7):
B : B.lum Karrin
S : Kawin
P : Pemah Kawin

k teraigan disabilitaE (12)
I I Diiabilita. Fisik
2r Dkabilita. Intcl€ktual
3: Disabilita! Mcnts-l
4: Di.abilita! Sensorik

I(PU XABUPA'IEN,

Ketua

9

14

t5

----IT--------Z-
IL
110 tIr rm--l_----f4-F

t-=
I

l--
F t-ffi

!Ii
F
l-t

t -l ffi
++-

=
fl

t- F
E

I
-.tH

Hal.....dari..... Ditetapkan di .. .. ................,Tang9!I, .... .,...,........,

idih. kp. eo. id/ iambi/ batanshari
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REXAPTTULASI DAT'TAR PEMILIS SEME!{TARA XABUPATETT

PEMILIITAX BUPATI DAN WAXIL BUPATT KABUPATTN BATAITG IIARI
GUBERI{UR DAT{ WAAIL GUBERNUR PROVI}IAI I'AMBI

TAHUN 2O2O
OLEH XPU KAAUPATEII

Disahl€n .lalan rapat pleno KpU KABLTPATEN Tanggal
KPU KAEIUPATEN..

Narrra Tanda Talgan't. Ketua
2. Anggota
3. &rggota
4. Anggota
5. Arygota

No. Nama Kecamaten Jululah
Dor./ X.l

JuDlah
TPS

Judl.h
Pemlllh lleteraag.n

L P L+P
I
2
3
I
5
t)
7
a
9
I
o
II
1
2
1
3
I
4
I
5

TOTA
L

idih.ko. so. id / iambi/ batanehari

PROV!I{aI
XABUPATEIT/ KOTA
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ModelA.l.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP DPS
PEM ILIHA N BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB UPATEN BATANG HARI

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI

TAHUN 2O2O

Pada hari tangga1.......,... KPU Kabupaten/PPK/PPS *) ............... ... menerima
tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:
Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir
AIamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten/Kota
Provinsi

Sebagai Bagtan : Masyarakat/PengawasPemilihan/PesertaPemilihan*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:
No Jenis Tanggapandan Masukan Jumlah
1. Kesalahan elemen datapemilih

2. Pemilihbelumterdaftar

3. Pemilih tidakmemenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/pDF
3. lainnya".....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti
perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Kota...,..,...,.,... /Gubernur dan Wakil Gubernur.,.......,......Tahun...,..

./Wali Kota dan Wakil Wali

------.-., -.___--_.

Tertanda

KPU Kabupaten/ PPK/ PPS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan

(._____

* | Corot yaag tidat perlu

..)

idih. kp. eo. id/iambi/ batanehari



Lamplraa Formulir [arulan dea Taaggapan Uasyaralet Terhadap DpS

-14-

No No KK I{IK Nama Tempat Lahfu Taoggal Lahlr
Status

PerLaslnan
Btsf?

Jeois
Kelamln

LIP

Alamat Dlsabilltas
Stetur
KTP-el
BlslP

Keterangaa *)

Jalan./ Duluh Rt Rw

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 t2 13 14

I

4

idih. kp. eo. idljambi/ batanehari



-t5-
DAFTAR PEUILIH SE, PNTARA HASIL PERTAIXAIT

PDUTLIHAI{ BUPATI DAIT WAXIL BUPATT XABI'PATEII BA?AITGHARI
GUBERNUR DAII WAXIL GUBERIIUR PROVIT{SI .'A[BI

TAHUI{ 2O2O
PROVI SI
XABUPATEX/ KOTA

B ; Belum Memiliki KTP,el
S : Sudah Memiliki KTP-61
P : Perekaman XTP el

Ketelangan Status keterangan diBabitita! (12): Keterangd Status KTp_el {13): r) Keterangan (14)

XECA.ItrATAN
DESA/ I{ELURAHAN
TPS

5 , Tidak Dikenal
6:TNI
7 : Polri
8 : Hilana ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

........., TangSal, ............,..

Panitia P6mungut$ Suara

K€tua

AlarnatNo l[o XI( NIK I{ama Tenpat Lehtr Tanggel
Lahfr

Statu!
Perkau.lnan

BlslP

JcnI!
Nel&aln

LIP Jela!/ Dukuh Rw

Dl!a
blltt
at B S P

Statu.
BTP-el Keterangaa *)

1

2

4

5

6

7

a

9

I1

t2

13

14

15

16

17

ta

I.rI

B : Belur Kawin
S r Kawin
P : Pernah Ka*in

li Disabilita! Fisik
2: Disabilits Intelektual
3: Di.abilitas Mantal
4: Disabilita! Sensorik

10: Bukan Penduduk

l-od=iTmi-

1 : M.ninaaal
2 : Ganda
s : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

Ha.l ... dari...

3

r0

19

l -- fRt Iffi T--rrfT-r
LLi
-

E F
ffitl

Htl

t-
=

r-t
-H--t
I ffi

idih.kp.eo. id / iambi/ batanghari

(... ...)
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RTI(APITULASI DATTAR PEMILIH SEMEITTARA HASIL PIRBAII(AN DESA/ I(ELURAI{AN

PEMILITIAII BUPATI DAil ITAKIL BUPATI KABUPATEI{ BATANG I{ARI
GUBERT{UR DAN WAXIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI

TAHUI{ 2O2O
OLEH PPS

KTCAilATAIV
DESA/KELURAIIAT

Nama

A.2.'t-KWK

Tanda. Ta:rgan

PROIYIITSI
XABUPATEIY/I((yfA

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tmggal

PAxrrrA ;;i;uraurAn suARA

'l . K"tr"
2. Anggota

3. Anggota

I{o. Nomor
TPS

P6lalllh A.1-KWK Pemllih Baru Pemlllh Tldak Memenuhl
SYarat

psftqtlts11 Data Pemlllh
Koterangan

L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
I

J
4
5
o

a
9

IU
11
t2
l3
L4
15

TOTAL

idih. kp. go. id / jambi / batanehari



ffi
PROVINSI
XABUPATEIUROTA
XECAUATA}I

-17-
REIIAPITULASI DA. TAR PEUILTH SEXEI{TARA HASTL PERSAII{AII XECAflATAN

PEUILIHAN' BUPATI DAII WAITL BI'PATI I'.ASUPATEI{ BATAI|G HARI
GUBERI|UR DAI{ WAIIIL GUBERI|UR PROVIflAI t'ATtB!

TAHUN 2O2O
OLEH
PPB

1. Ketua
2. Arysoa
3. tuggota
4. Anggota
5. A"got

A.2.2-KWK

Tanda Tansan

Disahkan dalam rapat pleno PPK TangAal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Perallth A.l-KgK Pemlllh
Beru

Pemlllh Tldal U€rEoruhl
Sy.rat Perbalkan Deta Pemillh!{q!ra

D6ra/ Kelurah.a
Jumlah

TPS L P I,+P L P L+P L P L+P L P L+P
N6terangan

I
2

a

d
I
I

L
1
3
I
I

TOTAL

II

idih.ko. so. id / iambi/ batanghari

No.

l
I

-

tt

---T_----t
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@
DATTAR PETILIH TETAP

PEUILISAN BUPATI DAi YAKIL BUPATI I(ABUPATEIT BATAJTG HARI
GUBDRI{UR DAIi WAIiIL GUBARIruR PROVIITSI JATBI

TAITU 2O2O

(otemnaan Status
perkasinan 17):
B : Beltrm l(awin
S : Kawin

lGterangan Status P.lEksma.n
KTP-el (1s):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekatn (Sukct) K:
sudahR€kam (I(TP-€I)

Model A.3-KwK

Barcode

PROVtllST
KAAUPATET/XOTA

XECAMATAI{
DESA/XELURAHAJ{
TPS

Ito KX I{ame ToEIret Lahlr Tanggel Lahtr
Stetua

Pcrleqlna
n B/S/P

Alemet
lrr.bl
lltat

sltetu!
PeteLaEr!

KTP-ol
Blsl'r

Ket€rangan r)
Jalan/ Dukuh Rw

I 3 4 5 6 7 6 t2 l4
1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

I1

12

I3

t4

15

16

t7

18

19

20

https: / /rr'r w.kp!r.go.id

k6t rangan disabilitas (r2)
l: Disabilitas l'ilik
2: Dbabilita! IntoLkual
3: Disabilitas M.ntal
4: Di3abiutd S.nsdrik

Ditetapkan di . .. ... ... ., Tangga], .

KPU I{ABUPATEN.,,,
Kotua

IYo IX
Jcrd.
Kelaol
I LIP Rt

_IU--------- t- Trrl l------rr---l

ffitlitH
tLLI Iffi
[-T_l

---T-t
----f--l

T-----T----t F
(

Hal... dari ...

idih. ko.eo. id/ iamtri/ batanshari

.)



ffi
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REXAPITULASI DATTAR PEMILIH TITAP T(ABUPATEN
PEMILIHAIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI I(ABUPATEN BATANGHART

GUBERIiTUR DAN ITAKIL GUBERilUR PROVINSI JAITBI
TAHUN 2O2O

OLTH KPU KABUPATEN

A.3.1- KWK

TandaTangan

PROVUISI
I(ABUPATTIT/KOTA

Disahkan dalam rapat pleno KPU KAEIUPATEN Tanggal ....
KPU KAEIUPATEN BATANG HARI

Nama
1. Ketua
2. Anggota
3. anggota.
4. Anggota
5. Anggota

No. Nama Kecamatan Jumlah
Dosa/Kel

Jumlah
TPS

Jumlah
Pemlllh Kcterangan

L P L+P
I
2
3
+
5
6
7
6
9
10
II
L2
IJ
7+
I5

TOTAL

idih. kp. go. id / jambi/ batanghari
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Model A,i-KWK6

PROVINSI
I{ABUPATEN/ XOTA

DA.FTAR PETILTH PII{DAIIAIT
PEUILIHAIV BUPATI DAJ{ BAIIIL BUPATI XABUPATEII BATAI{G HARI

CUBER.!(UR DAlf WAIqL CUBER.ITUR PROVINS! .'A EI

:.:..:::..: 
rAHUn2o2o 

ffitlr*
T?A

Alemat
BeterangaaNo l{o Kx

Rt Rw

Di3e
butt
at

Statu.
KTP-el
BISIP

l{IK TGEIrat Lahtr fe.agg.f
Lehlt

Status
PerkaErt'ten

B/s/P

Jenir
xelernln

LIP Jalan/Dukuh
ll LZ ld I

4I i, + 5 o 7 5 lu

1

2

3

4

5

7

a

9

11

t2

13

t4

15

16

17

18

19

20

III

Keteraflgan
Status
pcrkarinarr (a:
B : Beluro
Kawin S:
Kawin
P : Pernah
Kawin

keterangan disabilitas
(t2ll
l: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas
krteleLtual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Seusorik

Keterangan Status ICfP-el
(13):B:BeluEMediliki
ICIP-el
S : Sudah Memiliki
KIP-el P : Perekaaan
KTP-el

Tanggal,Ditetapkafl di

Nama

6

10

H#
=

m r
I ffi

=
I TT-r

---f-tl
ttl

I T_--l

=

(.

idih.kp. eo.id /jambi/ batanehari

Panitia Pedulrgutan
Suata Ketua

..)
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ffi
ModelA.S-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2O2O

KPU Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)'

pada Hari... .....Tanggal...."'Bulan'
pindah ly[emilih bagi:

No. Kartu Keluarga

Nomor tnduk KePendudukan :

Nama LengkaP :

Alamat LengkaP :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

....Tahun. .......,...,,.,.,rrlengeluarkan Surat Pemberitahuan

4. Kabupaten/Kota

5. Provinsi
1. TPS

2. Desa/Kelurahan
3. Kecamatan

Alasan pindah memilih:

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menjalani perawata.n di panti sosial/rehabilitasi

Menjalani rehabilitasi narkoba

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan hatr<nya untuk memilih di

TPS **)

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
Gubernur dan Wakil Gubernur

Tugas belajar I menempuh pendidikan

Pindah domisili

Tertimpa bencana alam

KPU Kabupaten Batang Hari
/ Panitia Pemungutan Suara

1

2
J

4

5

(. .............)

Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
Coret satu kolom yang tidak perlu
Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tuiuan
Pilih sesuai ketentuan hak

idih. kp. go. id / iambi/ batanghari



1 Dbabilitas
2: Disabilitas Int6lekual

3: Disabilitas Mental
4- Di3abilita Sensorik

Salinan Sesuai dengan aslinya
S T KOMISI PEMILIHAN UMUM

ATANG HARI
Hukum,

DAFTAR POMILIH TAMBAHAN

PDMILI}IAN BUPATI DAN WAKIL BL'PATI IGBUPATEN BATANG}IARI

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI

TAKIUN 2O2O
KECAMATAN

DESA/(ELURA}IAN

TPS

Dir.tAptd di . Ta.nggal .... "" " ""
K6lompok P€nyelengaara PemunSutafl SU8F

Ketua

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 2O Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

ttd.
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Model A.Tb

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

No No KK NIK Nama Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Status
Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

Ll?
Alamat Disa

bilitas

Status
KfP-el
B/S/ P

Keterangan
Jalanldukuh Rt Rw

1 2 4 5 6 a 9 IO 11 t2 14

5

7

9

X.t rangan Statu!
Perkawinan (7).
B : B€lum Iawin

S : I(a$in
P : Pemah Kawin

B : Belum Meriliki KTP-
S : Sudah Memiliki KTP

P : Porckaman KTP el

\

Anas

A. KADIR

(.... '',)

l3
3

6

idih. kpu.oo. id/jambi/batanohari


